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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk yang dari tahun ke tahun terus bertambah harus  

diikuti dengan peningkatan pembangunan ekonomi, yang sebagiannya 

merupakan pembangunan nasional, hal ini ialah usaha dari dasar pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perwujudan kesejahteraan rakyat 

yang adil dan makmur.
1

 Dengan adanya perkembangan ekonomi dalam 

masyarakat tentu menyebabkan naiknya kebutuhan bagi masyarakat akan 

menjadi meningkat pesat sehingga masyarakat membutuhkan dana berupa 

uang. Masyarakat tidak seluruhnya memiliki dana berlebih, karena pada 

dasarnya terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki 

ekonomi yang baik. Atas dasar kebutuhan yang tinggi dan ekonomi yang 

belum bisa memenuhi kebutuhan tersebutlah maka banyak masyarakat 

melakukan peminjaman atas uang kepada pihak bank.
2
 

Secara umum Bank diartikan sebagai badan usaha pada sektor keuangan 

yang menarik dan membelanjakan dana publik, terutama memberikan 

pinjaman (berupa uang) serta jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.
3

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Bank menjadi badan usaha yang 

                                                           
1

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 
2
 I Wayan Jody Bagus Wiguna, “Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan  

Secara Elektronik”, Jurnal Acta Comunitas Vol. 05 No. 01, April 2020, Hlm. 80. 
3

 Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, Jakarta:  

Sinar Grafika, 2016, Hlm. 19. 
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mengumpulkan dana dari masyarakat berdasarkan bentuk simpanan serta  

disalurkan ke masyarakat berbentuk kredit dan/atau macam bentuk yang lain 

pada rangka menaikkan taraf hidup masyarakat.
4
 

Penjaminan yang dikenakan oleh si penjamin ditujukan agar dapat 

memperoleh sebuah fasilitas kredit yang berasal dari bank ataupun lembaga 

keuangan non-bank. Memberi pinjaman berarti atas dasar kepercayaan maka 

diberikannya uang, yang berarti bank atau lembaga keuangan bukan bank 

berasumsi yang mana Debitur mampu dalam membayar kembali jumlah dan 

bunga pinjaman. Demikian pula, Debitur berkeyakinan suatu bank ataupun 

lembaga keuangan bukan bank dapat memberi pinjaman kepada kreditur 

tersebut.
5
 

Bank sebagai Lembaga Keuangan, memiliki fasilitas kredit yang sudah 

diberikan kepada peminjam yang biasa disebut dengan Debitur. Berdasarkan 

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pebankan, kredit 

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang memberi kewajiban kepada pihak kreditur untuk 

membayar sejumlah pinjamannya setelah tempo waktu tertentu berikut juga 

dengan bunganya.
6

 Oleh karena hal tersebut, bisa diartikan bahwasanya 

pinjaman yang berbentuk penyediaan uang atau tagihan dapat dilaksanakan 

                                                           
4
 https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx diakses pada tanggal 

08 September 2021 pada pukul 02.30 WIB. 
5
 Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 

2017, Hlm. 8. 
6
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Angka 11. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx
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jika terdapat persetujuan ataupun kesepakatan yang berlandaskan pada 

kepercayaan antara pihak Bank selalu Kreditor dan Debitor bahwa Debitor 

dapat melunasi utang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  

Fasilitas kredit merupakan aset terbesar bagi Bank. Pemberian fasilitas 

kredit tentunya memiliki risiko, sehingga Bank wajib mengelola risiko 

tersebut dengan baik. Salah satu cara Bank dalam memitigasi risiko tersebut 

adalah memberikan syarat untuk menyerahkan agunan ketika Debitor 

meminjam fasilitas kredit di Bank. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat 

dipahami bahwa Debitor wajib menyerahkan agunan pada saat meminjam 

fasilitas kredit di Bank. Agunan ini berfungsi sebagai Jaminan dari Debitor 

kepada Bank untuk melunasi kredit. 

Salah satu objek Jaminan adalah tanah yang diikat dengan Hak 

Tanggungan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak 

Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak Jaminan yang dibebankan pada 

hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang termasuk dalam bagian atas tanah itu untuk 

pembayaran utang tertentu yang memberikan status prioritas terhadap 

kreditur tertentu atas Kreditur-Kreditur lain.
7
 Berdasarkan penjelasan diatas, 

dapat dipahami Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang melekat pada 

                                                           
7
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1. 
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hak atas tanah dengan tujuan untuk pelunasan kredit yang mengutamakan 

kedudukan Kreditor tertentu terhadap Kreditor lainnya. 

Apabila mengulas mengenai apa yang dimaksud dengan Hak 

Tanggungan, maka banyak pendapat yang dikemukakan, salah satu 

pengertian Hak Tanggungan ialah yang dijelaskan oleh St. Remy Syahdeni 

yang memberikan pengertian dari hak tanggungan menurut UUHT ialah hak 

terhadap tanah berikut dengan benda-benda yang berhubungan dengan tanah.
8
 

Sementara menurut E. Liliawati Muljono, Hak Tanggungan dapat diartikan 

sebagai Hak Agunan yang dibebankan atas hak tanah berdasarkan Undang-

Undang Pokok Agraria termasuk ataupun tidak, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari tanah untuk pelunasan utang-utang tertentu, yang 

mengutamakan Kreditur tertentu terhadap Kreditur lainnya.
9
 

Keberadaan mengenai Hak Tanggungan mengacu pada pemenuhan 

prosedur pembebanannya yang mencakup 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:
10

 

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan dengan cara membuat Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) (memuat substansi wajib dan janji fakultatif) yang didahului 

dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian piutang; dan 

2. Tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan guna 

menandakan telah terbitnya Hak Tanggungan. Pendaftaran Hak 

                                                           
8

 St. Remy Sjahdeni, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 

Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Bandung: Alumni, 1999, Hlm. 10. 
9
 E. Liliawati Muljono, Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan, Jakarta: Harwarindo, 

2003, Hlm. 2. 
10

 H.M Arba., Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 211-212. 
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Tanggungan ini memiliki makna terlihat sehubungan dengan 

dimulainya kedudukan “preferen” bagi kreditur, penentuan peringkat 

Hak Tanggungan, dan berlakunya Hak Tanggungan terhadap pihak 

ketiga. 

Kemudian, dijelaskan juga Kartini Muljadi Gunawan Widjaja mengenai 

asas hukum kebendaan menjadi satu kesatuan ataupun terdapat dalam hak 

tanggungan yang mana menjadi hak kebendaan yang memiliki sifat 

keterbatasan sebagai jaminan yang nantinya akan digunakan untuk pelunasan 

utang debitur kepada kreditur yakni:
11

  

1. Sifat memaksa yang dimiliki oleh hak tanggungan. Tidak bertentangan 

dengan yang sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Hak 

Tanggungan, kecuali yang menimbulkan akibat ketidakberlakuan hak 

tanggungan tersebut.  

2. Dapat dialihkan dan dipindahtangankan. Hak tanggungan timbul atas 

perjanjian yang sifatnya assesoir, mengikut sertakan perikatan pokok, 

merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya hak tanggungan 

tersebut. Hak tanggungan dapat beralih atau berpindah tangan, dengan 

terjadinya peralihan atau perpindahan Hak Milik atas piutang yang 

dijamin dengan hak tanggungan tersebut, peralihan atau perpindahan 

hak milik atas piutang tersebut, dapat terjadi karena berbagai sebab dan 

alasan.  

                                                           
11

 Kartini Muljadi Gunawan, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, Jakarta: 

Prenada Media, 2005, Hlm. 147. 
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3. Memiliki sifat Individualiteit, dipunyai sebagai kebendaan adalah 

segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah 

(Individueel bepaald). Meskipun atas sebidang tanah tertentu yang telah 

ditentukan dapat diletakkan lebih dari satu hak tanggungan, namun 

masing-masing hak tanggungan tersebut adalah berdiri sendiri, terlepas 

dari yang lainnya. Eksekusi atau hapusnya hak tanggungan yang satu 

membawa pengaruh terhadap hak tanggungan lainnya yang dibebankan 

diatas hak tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut.  

4. Memiliki sifat menyeluruh (totaliteit). Prinsipnya ialah hak tanggungan 

diberikan dengan segala ikutannya, yang melekat dan menjadi satu 

kesatuan dengan bidang tanah yang dijaminkan atau diagunkan dengan 

hak tanggungan, maka eksekusi hak tanggungan atas bidang tanah 

tersebut juga meliputi segala ikatannya, melekat dan menjadi satu 

kesatuan dengan bidang tanah yang dijaminkan atau diagunkan dengah 

hak tanggungan tersebut.  

5. Tak bisa dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid)  

6. Bersifat berjenjang (ada kedudukan yang diutamakan terhadap yang 

satu atas yang lainnya): Penentuan peringkat Hak Tanggungan hanya 

dapat ditentukan berdasarkan pada saat pendaftarannya. Dalam hal 

pendaftaran dilakukan pada saat yang bersamaan, barulah peringkat hak 

tanggungan tersebut ditentukan berdasarkan padasaat pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan.  

7. Wajib dipublikasi (Asas Publisitas).  
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8. Bersifat melekat pada bendanya (Droit De Suite). Droit De Suite 

merupakan ciri utama atau yang paling pokok dari hak kebendaan. 

Dengan Droit De Suite pemegan hak kebendaan dilindungi. Ketangan 

siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut 

beralih, pemilik dengan hak kebendaan tersebut berhak untuk 

menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi. 

9. Memiliki sifat mendahului (Droit De Preference) ialah suatu sifat yang 

khusus yang dimiliki oleh hak kebendaan dalam bentuk jaminan 

kebendaan. Pada dasarnya hak tanggungan diberikan sebagai jaminan 

pelunasan utang, yang bersifat mendahulu, dengan cara menjual sendiri 

bidang tanah dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut, dan 

selanjutnya memperoleh pelunasannya dari hasil penjualannya tersebut 

hingga sejumlah nilai Hak Tanggungan atau nilai piutang kreditur mana 

yang lebih rendah.  

10. Bersifat Jura In Re Alliena (terbatas). Prinsipnya adalah sambungan 

dari ketentuan Droit De Preference, yang mana Hak Tanggungan ini 

cuma sebatas dimaksudkan untuk pembayaran pinjaman, dengan cara 

dijualnya sebidang tanah yang diagunkan dengan hak tanggungan itu 

sendiri, dan selanjutnya akan diperoleh pembayaran pinjaman dari hasil 

penjualan sampai dengan jumlah tertentu dari jumlah piutang kredit 

ataupun hak tanggungan, yang lebih kecil sehingga sifatnya sangat 

terbatas, timbul sebagai suatu perjanjian assesoir saja. 
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Mengenai subjek Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan, yang dapat 

dikatakan sebagai subjek hak tanggungan ialah Pemberi Hak Tanggungan 

yakni orang orang atau pihak yang menjamin objek hak tanggungan yang 

diberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek hak 

tanggungan terkait dan Pemegang Hak Tanggungan yakni orang atau pihak 

yang menerima hak tanggungan sebagai jaminan atas piutang yang diberikan 

dan berkedudukan sebagai debitur.
12

 

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 5, suatu objek Hak 

Tanggungan dapat dikenakan atas lebih dari satu Hak Tanggungan dengan 

tujuan untuk memberikan jaminan terhadap pembayaran utang yang lebih dari 

satu. Objek Hak Tanggungan yang dikenakan dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan akan diberikan peringkat pada masing-masing Hak Tanggungan 

yang ditentukan berdasarkan tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan. 

Apabila peringkat tersebut didaftarkan di waktu yang sama, maka urutan 

peringkatnya berdasarkan tanggal pembuatan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT).
13

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami 

bahwa Bank mendapatkan Jaminan pelunasan terhadap utang yang berjumlah 

lebih dari satu dengan adanya pembebanan lebih dari satu Hak Tanggungan 

terhadap suatu objek Hak Tanggungan. Pembebanan tersebut berupa 

peringkat pada objek Hak Tanggungan. 

                                                           
12

 Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Hlm. 54. 
13

 Ibid., Pasal 5. 
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Dalam hal Debitor melalukan wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan 

Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
14

 Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat dipahami bahwa Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama 

berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dengan 

tujuan untuk pelunasan utang debitur. Hak eksekusi atas objek Hak 

Tanggungan yang dipunyai oleh Bank itu sendiri dapat dilaksanakan jika 

debitur telah melakukan wanprestasi. 

Berkaitan dengan beberapa penjelasan di atas terdapat suatu hal yang 

dapat dikritisi, yaitu mengenai kekuatan hukum dan kepastian hukum dari 

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua apabila Jaminan Hak 

Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas. Apabila dibebani lebih dari 1 

(satu) Hak Tanggungan dalam satu objek jaminan serta kedudukan Hak 

Tanggungan Tingkat Pertama sudah dihapus, maka berdasarkan penjelasan 

Pasal 6 Undang-Undang yang mana jika satu objek jaminan dapat dibebankan 

lebih dari 1 (satu) Hak Tanggungan, maka kedudukan dari Hak Tanggungan 

tingkat pertama sudah dihapus oleh sebab itu berdasarkan hal ini tingkatan 

pemegang Hak peringkat pertama kemungkinan akan menjadi pemegang Hak 

Peringkat Kedua, lalu pemegang Peringkat Kedua diberikan hak untuk 

                                                           
14

 Ibid., Pasal 6. 
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menjual dengan cara lelang objek jaminan atas kuasa sendiri diiringi dengan 

mengambil pembayaran piutangnya dahulu dari hasil penjualan.
15

  

Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan berdasarkan kuasanya sendiri 

didasarkan dalam perjanjian yang diberikan melalui pemegang Hak 

Tanggungan sebagaimana penjelasan dalam Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT), yang pada dasarnya dijelaskan bahwanya jika debitur 

wanprestasi, pemegang Hak Tanggungan atau kreditur mampu serta memiliki 

hak dalam menjual suatu objek Hak Tanggungan tersebut dengan cara 

penjualan umum (pelelangan) tanpa perlu terlebih dahulu dahulu melunasi 

piutangnya dari hasil penjualan dibandingkan dengan kreditur lainnya, hal ini 

juga biasa disebut Parate Eksekusi.
16

 Parate Eksekusi (parate executie) 

adalah pelaksanaan perikatan secara langsung dengan tidak melalui putusan 

pengadilan. Dalam Hukum Acara perdata Indonesia parate executie atau 

eksekusi langsung terjadi ketika kreditur menjual barang-barang tertentu 

milik debitur tanpa memiliki gelar eksekutorial.
17

 

Dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diatur 

tentang tata cara Eksekusi Hak Tanggungan. Menurut pasal tersebut Eksekusi 

Hak Tanggungan bisa dilakukan menggunakan tiga cara:
18

 

                                                           
15

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6. 
16

 Dimas Nur Arif Putra Suwandi, “Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak 

Tanggungan Peringkat Kedua dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan”, Media Iuris Vol. I No. 3, 

2018, Hlm. 425-427. 
17

 Munir Faudy, Pengantar Hukum Bisnis, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2008, Hlm. 149. 
18

https://media.neliti.com/media/publications/118301-ID-eksekusi-hak-tanggungan-yang 

menggunakan.pdf diakses pada tanggal 07 Oktober 2021 pada pukul 03.27 WIB. 

https://media.neliti.com/media/publications/118301-ID-eksekusi-hak-tanggungan-yang%20menggunakan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/118301-ID-eksekusi-hak-tanggungan-yang%20menggunakan.pdf
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1. Hak penerima hak tanggungan pertama untuk menjual hak 

tanggungannya dengan cara lelang sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam Pasal 6. Hak untuk menjual agunan dengan kuasa sendiri ketika 

terdapat lebih dari satu pemegang merupakan sebuah bentuk 

keistimewaan dari hak tanggungan. Hak tersebut didasari dari 

kesepakatan yang dijanjikan oleh pemberi hak tanggungan, jika debitur 

wanprestasi, pemegang hak diizinkan untuk melakukan penjualan 

terhadap objek jaminan melalu lelang tanpa perlu adanya persetujuan dan 

pelunasan piutangnya akan diambil dari hasil penjualan tersebut terlebih 

dahulu dibanding kreditur-kreditur lainnya. Sisa hasil penjualan tetap 

menjadi milik penerima hak tanggungan. 

2. Eksekusi atas title eksekutorial yang diperoleh dari sertifikat hak 

tanggungan, seperti yang ada didalam Pasal 14 ayat (2). Kepala Putusan 

yang tercantum didalam sertifikat hak tanggungan bermaksud untuk 

memperjelas adanya kekuatan eksekutorial yang terdapat di sertifikat hak 

Tanggungan, akibatnya jika debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi 

seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, melalui prosedur dan dengan menggunakan Parate 

Executie sebagai lembaga sesuai dengan hukum acara perdata. 

3. Eksekusi di bawah tangan yaitu adanya penjualan objek hak tanggungan 

yang dilakukan pemberi hak tanggungan, menurut kesepakatan dengan 

pemegang hak tanggungan, apabila menggunakan cara ini akan diperoleh 

harga yang tertinggi. 
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Penjelasan di atas berkaitan dengan langkah yang dapat dilakukan oleh 

Bank dalam memitigasi risiko apabila Debitor melakukan wanprestasi. Jika 

debitur telah melunasi kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Peringkat 

Pertama, ia tetap memiliki kewajiban untuk melunasi kredit dengan Jaminan 

Hak Tanggungan Peringkat Kedua. Namun, kekuatan hukum jaminan Hak 

Tanggungan Peringkat Kedua perlu dipertanyakan mengenai apakah Bank 

tetap mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan dengan cara 

lelang jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. 

Saat tingkatan pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sudah 

dihilangkan sebab ada roya, sehingga tingkatan dari pemegang Hak 

Tanggungan peringkat Kedua membuat pihak yang mempunyai hak prefren 

satu-satunya sesuai didalam asas prioritas untuk menjual objek Hak 

Tanggungan akan kekuasaan sendiri dengan cara pelelangan atau penjualan 

dimuka umum dan hasil penjualannya didahulukan untuk mengambil 

pelunasan piutangnya. Namun, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) seringkali melakukan penolakan terhadap penerapan dari 

penjualan objek Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan menggunakan 

cara pelelangan atau pelelangan yang dikemukaan oleh Bank sebagai Kreditor 

Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua.  

Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang dapat merugikan pihak 

Bank. Pihak KPKNL melakukan penolakan dengan menjadikan Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaan lelang bahwa 

apabila Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua menyarakan eksekusi 
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Hak Tanggungan Peringkat Kedua atas objeknya, dengan ini maka Pemegang 

Hak Tanggungan Peringkat Kedua harus terlebih dahulu menaikkan peringkat 

Hak Tanggungannya sehingga menjadi Pemegang Hak Tanggungan 

Peringkat Pertama ke Kantor Pertanahan. Menurut hak tersebut, kekuatan 

hukum dan kepastian hukum dari Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua 

harus dikaji secara lebih mendalam, agar Bank dapat memitigasi risiko 

terhadap Debitor yang melakukan wanprestasi. 

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk 

membahas serta menganalisis secara lebih dalam mengenai kekuatan hukum 

dan kepastian hukum dari Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua yang 

kemudian akan disajikan dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan judul “KEKUATAN HUKUM PENGIKATAN HAK 

TANGGUNGAN PERINGKAT KEDUA PADA AGUNAN” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji di 

dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana kekuatan hukum Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua 

saat Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas? 

2. Apakah Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua dapat dieksekusi jika 

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan yang telah dijelaskan di 

atas, terdapat beberapa tujuan penelitian pada penulisan ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Jaminan Hak 

Tanggungan Peringkat Kedua saat Jaminan Hak Tanggungan Peringkat 

Pertama telah lunas. 

2. Untuk memahami dan mengetahui apakah Jaminan Hak Tanggungan 

Peringkat Kedua dapat dieksekusi jika Jaminan Hak Tanggungan 

Peringkat Pertama telah lunas. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai kekuatan hukum Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua 

pada saat Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas. 

b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan suatu pemikiran untuk 

pengembangan dan peningkatan dalam Hukum Jaminan pada dasarnya 

dan terkhusus di dalam bidang Hak Tanggungan, agar bisa dapat 

dijadika sebagai sumber pustaka acuan di dalam kepenelitian 

selanjutnya menurut dengan adanya kajian yang berhubungan terkhusus 

di dalam Hukum Perdata. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:  

a. Bank : Sebagai pengetahuan mengenai kekuatan atau kepastian hukum 

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua apabila telah lunas dan 

sebagai pengetahuan apakah Jaminan Hak Tanggungan Peringkat 

Kedua dapat di eksekusi jika Jaminan Hak Tanggungan Peringkat 

Pertama telah lunas. Sebab berdasarkan pengalaman beberapa Bank, 

kedua hal tersebut merupakan problematika yang tidak kunjung selesai. 

b. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) : Sebagai himbauan 

bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap Undang – Undang Hak 

Tanggungan mengenai eksekusi lelang terhadap Hak Tanggungan 

Peringkat Kedua serta memperjelas mengenai pengaturan eksekusi Hak 

Tanggungan Peringkat Kedua dan Peringkat selanjutnya. 

c. Pengadilan Negeri: Sebagai himbauan kepada pihak pengadilan agar 

memperhatikan kekuatan dan kepastian hukum dalam membuat putusan 

ataupun penetapan pengadilan mengenai eksekusi Hak Tanggungan 

Peringkat Kedua. 

d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL): Sebagai 

himbauan agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan Hukum Positif Indonesia. 
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E. Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Untuk memahami kekuatan hukum Jaminan Hak Tanggungan Peringkat 

Kedua saat Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas. 

2. Untuk memahami apakah jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua dapat 

di eksekusi jika Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori ini ialah dasar dari pemikiran ketika menyusun sebuah 

penelitian yang bisa membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan di 

dalam penilitan dan menjelaskan gejala yang telah diamati, disini Penulis 

memakai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin dibahas 

ke dalam skripsi ini. Dengan menggunkan teori-teori yang akan dimasuKkan 

oleh Penulis ke dalam skripsi. Teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, 

definisi, dan propsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu 

fenomena, dengan cara menghubungkan sebab akibat yang terjadi. Adanya 

suatu teori mengharuskan untuk diuji dengan menunjukan fakta-fakta yang 

dapat dilihat ketidak benarannya, dengan teori tersebut bisa berguna untuk 

menjawab dari permasalahan yang akan dibawa dan dibahas. Berikut ini penulis 

menggunakan beberapa teori akan digunakan di dalam skripsi ini: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori yang dipakai ialah teori perlindungan hukum yang dikemukakan 

Philipus M. Hadjon, terdapat kepustakaan hukum berbahasa Belanda yang 

bisa kita ketahui merupakan “rechtbescherming van de burgers.” 

Berdasarkan pendapatnya, hal tersebut telah menunjukkan kata 
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perlindungan hukum ialah “rechtbescherming.” Yang mana kata tersebut 

berasal dari terjemahan Bahasa Belanda. perlindungan hukum bagi rakyat 

dibedakan oleh Philipus M Hadjon menjadi 2 (dua) macam, ialah sebagai 

berikut:
19

 

a. Perlindungan hukum reprensif yakni suatu ketentuan dalam hukum 

yang bisa ditawarkan menjadi bentuk pencegahan apabila terjadi 

kecurangan hukum. Bentuk usahanya ialah dilakukan melalui 

diciptakannya aturan hukum bersifat normatif.  

b. Perlindungan hukum yang preventif dirancang agar menhindari 

terjadi suatu sengketa, untuk memandu pemerintah serta menerapkan 

kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.    

Perlindungan hukum menurut Setiono ialah  merupakan tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan pihak tertentu 

yang tidak patuh terhadap hukum, untuk membuat ketentraman serta 

ketertiban sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.
20

 Sementara 

Muchsin berpendapat, perlindungan hukum ialah suatu tindakan guna 

melindungi individu dengan mencocokan hubungan dari suatu nilai/kaidah 

dan menjelma dari tindakan serta sikap untuk mewujudkan ketertiban 

didalam pergaulan hidup sesama manusia.
21
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 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi  

tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
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Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3. 
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Soerjono Soekanto berpendapat bahwa fungsi hukum ialah agar dapat 

mengarahkan hubungan dari negara ataupun masyarakat dengan 

pendudukmya, serta hubungan dari sesama warga daerah, sehingga 

kehidupan di mata masyarakat terlaksana dengan lancar. Hal ini membawa 

kewajiban hukum untuk sampai pada keyakinan yang sah dan keadilan di 

mata publik.
22

 Kepastian yang sah membutuhkan pembuatan prinsip-

prinsip keseluruhan atau pedoman umum yang pada umumnya diakui. 

Untuk menciptakan keadaan yang aman dan tentram di mata masyarakat, 

prinsip-prisnip yang diacu harus dijunjung tinggi dan dijalankan dengan 

tegas. 

Berdasarkan hakikatnya, hukum merupakan suatu hal yang abstrak, 

namun perwujudannya dapat berbentuk konkrit. Ketentuan hukum dapat  

dikatakan baik apabila akibat-akibat yang diwujudkan dari penerapannya 

ialah kebaikan, besarnya kebahagiaan serta penderitaannya berkurang.
23

 

Pada dasarnya ada hubungan antara subjek yang sah dengan objek yang 

dilindungi oleh regulasi yang dapat mengarah pada hak-hak istimewa dan 

komitmen masing-masing pihak. Kebebasan dan komitmen dalam 

hubungan yang sah harus dijaga dengan regulasi, dengan tujuan agar 

masyarakat memiliki rasa aman yang kuat dalam melakukannya. Dengan 

demikian dinyatakan arti penting yang berasal dari perlindungan hukum 

ialah pengaturan kepastian ataupun jaminan yang mana seseorang 

                                                           
22

 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung: Binacipta, 1999, Hlm. 15. 
23

 Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003, Hlm. 79. 
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melaksanakan kebebasan serta komitmen oleh peraturan atau hukum 

tersebut telah dilindungi. 

Teori perlindungan hukum ini berfungsi untuk mengkaji perlindungan 

terhadap kreditur yaitu bank, sebagai pemegang hak tanggungan peringkat 

kedua. Apakah dia bisa mengeksekusi agunan peringkat kedua ketika 

memang KPKNL menyatakan bahwa, agunan dengan peringkat hak 

tanggungan kedua tidak bisa di eksekusi padahal jika berdasarkan Undang 

- Undang bisa dilakukan secara eksekusi. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sesuatu 

yang menjamin bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cara 

yang baik.
24

 Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan 

hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek 

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi 

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
25

 

Setiap manusia menginginkan adanya jaminan atas kepastian hukum 

agar bisa menjamin masalah hukum yang dialaminya memiliki rasa 

keadilan serta memiliki kepastian hukum. Negara juga memberi kepastian 

hukum sebagai jaminan untuk seluruh masyarakatnya ketika melakukan 

kegiatan sehari-hari,  serta negara mempunyai cara untuk melindungi 

                                                           
24

 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 

2017, Hlm. 160. 
25

 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm. 90. 
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masyarakatnya dengan cara membuat Peraturan Perundang-undangan. Jan 

Michael Otto merinci kepastian hukum dalam arti materiil  yaitu:
26

 

a. Ada aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diperoleh, yang 

dikeluarkan dan diakui karena (kekuasaan) Negara: 

b. Instansi pemerintahan secara konsisten menerapkan aturan-aturan 

hukum dan juga tunduk serta patuh kepadanya. 

c. Pada prinsipnya warga negara menyesuaikan perilaku mereka 

dengan aturan-aturan ini. 

d. Hakim peradilan bersifat independen dan tidak memihak, serta 

secara konsisten menerapkan aturan hukum itu sendiri ketika 

menyelesaikan suatu sengketa hukum. 

e. Dilakukan praktik putusan pengadilan secara nyata. 

 

Hukum mempunyai tugas untuk mencapai kepastian hukum guna 

adanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Soerjono Soekanto 

berpendapat bahwa kepastian hukum mengwajibkan terciptanya peraturan 

umum atau kaedah yang berlaku umum, agar tercipta keadaan yang 

tentram dan aman didalam masyarakat.
27

 

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai 

dalam situasi tertentu, yakni:
28
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a. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diakses. 

b. Badan-Badan penguasa (pemerintah) secara konsisten menerapkan 

dan mematuhi aturan tersebut.  

Kepastian yaitu keadaan atau perihal yang pasti. Hukum secara hakiki 

harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang harus 

ditanggapai secara normatif bukan secara sosiologi. Secara normatif 

kepastian hukum ialah titik di mana pedoman dibuat dan diumumkan 

secara tegas dan konsisten.
29

 Bentuk yang nyata dari kepastian ialah 

pelaksanaan dan persyaratan hukum terhadap suatu kegiatan tanpa melihat 

siapa yang melaksankannya. Dengan kepastian hukum, setiap orang bisa 

mengantisipasi apa yang akan terjadi jika mereka melakukan tindakan 

yang sah, sangat dibutuhkan kepastian agar bisa terwujudnya keadilan. 

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa 

dijadikan pedoman berperilaku bagi setiap orang, maka dari itu kepastiaan 

mempunyai watak yang tidak bisa dipisah dari hukum. 

Jadi di dalam teori kepastian hukum ini berfungsi untuk mengkaji 

permasalahan yang telah di paparkan dalam skripsi ini yaitu kepastian 

terhadap hal eksekusi. Yang dimana terdapat kontradiksi antara das sein 

dan das sollen, di karenakan aturan membolehkan untuk melakukan 

eksekusi terhadap hak tanggungan peringkat pertama, kedua, dan 

seterusnya. Tetapi KPKNL tidak menjalankan aturan tersebut dikarenakan 

mereka memiliki alasan tersendiri yang dapat dikatakan bertentangan. 

                                                           
29
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3. Teori Hak Tanggungan 

Hak tanggungan mempunyai pengertian yang di jelaskan oleh St. 

Remy Shahdeini bahwa Hak Tanggungan memberikan pengertian Hak atas 

tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan kata lain 

dikatakan bahwa hak tanggungan ialah hak yang dikuasi merupakan 

kewenangan kreditur tertentu dalam bertindak sesuatu tentang Hak 

Tanggungan yang dijadikan agunan. Akan tetapi juga bukan untuk dimiliki 

secara fisik dan digunakan melainkan untuk menjualnya apabila debitur 

melakukan cedera janji dan mengambil hasil dari keseluruhnya atau 

sebagian sebagai bentuk pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.
30

 

Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 

menyatakan bahwasanya: 

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, 

adalahhak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau 

tidak berikut benda–benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur – kreditur lain” 

 

Hak Tanggungan yakni penerapan atas amanah Pasal 51 Undang-

Undang Pokok Agraria sebagai bentuk usaha guna bisa memuat sekaligus 

melindungi kegiatan perkreditan dalam usaha untu melakukan pemenuhan 

kebutuhan tersedianya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan.
31

 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan pada 9 April 
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1996, peran dari tanah sebagai suatu jaminan kredit akan patuh pada 

aturan dalam Undang-Undang tersebut.
32

 Timbulnya serta keberadaannya 

dipastikan oleh adanya kredit yang pembayarannya terjamin. 

Bisa kita simpulkan pengertian mengenai tentang Hak Tanggungan 

sendiri ialah hak agunan terhadap tanah dalam rangks pembayaran suatu 

utang, yang mengutamakan satu kreditur utama terhadap kreditur - 

kreditur lainnya. Termaktub Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 ada 

beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam 

pengertian tersebut, unsur – unsur pokok itu adalah:  

a. Hak Tanggungan ialah hak jaminan dalam rangka pelunasan hutang; 

b. Obyek Hak Tanggungan ialah Hak Atas Tanah sebagaimana 

tercantum dalam UUPA; 

c. Hak Tanggungan hanya dapat dikenakan atas tanah, tetapi dapat juga 

di dikenakan terhadap sesuatu yang lain yang merupakan bagian dari 

tanah tersebut; 

d. Penjaminan terhadap utang tersebut harus berupa atas utang tertentu; 

e. Memberikan posisi yang diprioritaskan atas kreditur lain. 

Sebagai bagian dari Hak Jaminan, Hak Tanggungan memberikan 

kedudukan prioritas kepada kreditur tertentu diatas kreditur lainnya (droit 

de preference), Hak Tanggungan memiliki beberapa ciri utama, yakni :
33

 

a. Memberikan kedudukan prioritas terhadap para krediturnya. 
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Tanggungan, Jakarta: Prenada Media, 2005, Hlm. 16. 
33

 Maria SW Soemardjono, Hak  Tanggungan  dan  Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1996, Hlm. 2 
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b. Selalu mengikuti objek di tangan siapa pun itu. 

c. Terpenuhinya asas spesialitas dan publisitas. 

d. Eksekusi implementasi sederhana dan aman. 

Dengan berlakunya Undang – Undang mengenai hak tanggungan 

tersebut hendaknya dapat memberi kepastian hukum tersebut mengenai 

pengikatan jaminan atas tanah dan benda – benda yang berhubungan 

dengan tanah menjadi jaminan yang selama ini diatur dengan ketentuan 

Hipotek yang terdapat pada KUHPerdata. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulisa gunakan pada penulisan skripsi ini ialah 

penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum 

doktrinal. Penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan 

suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
34

 Penelitian ini dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu 

apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya 

peristiwa itu menurut hukum.
35

  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan 

yaitu sebagai berikut: 

                                                           
34

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, Hlm. 35. 
35

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Hlm. 36. 
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a. Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang - undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.
36

 Pendekatan ini dilakukan menggunakan peraturan dan 

undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diulas 

berdasarkan yang ada di dalam rumusan masalah yang pertama 

kekuatan hukum Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua saat 

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas dan yang 

kedua apakah Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua dapat di 

eksekusi jika Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama telah lunas.  

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual adalah merupakan pendekatan yang berangkat 

dari pandangan serta doktrin yang tumbuh didalam ilmu hukum, guna 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum 

yang relevan, sebagai sandaran untuk membangun argumentasi hukum 

guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.
37

  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan bahan hukum berdasarkan penggunaannya untuk penulisan 

skripsi ini ialah sebagai berikut: 

 

                                                           
36

 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (edisi  Revisi),  Jakarta:  Kencana  Prenada  

Media Group, 2013, Hlm. 133. 
37

 Ibid, Hlm. 135-136. 
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a. Hukum Primer 

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

b. Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder ialah yang dimaksud dengan bahan 

hukum yang memberikan penjelasan mengenai keterkaitan dari bahan 

hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, serta 

artikel dari media elektronik dan media cetak yang berhubungan atau 

berkaitan dengan bahasan dari penulisan skripsi ini. 

Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier ialah sebagai tambahan atau penunjang dari 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang dimana 

bertujuan memberikan pengertian dan suatu pemahaman untuk bahan 

hukum lainnya. Dimaksud Bahan Hukum di dalam skripsi ini yaitu 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada teknik ini yang akan dipakai di dalam penulisan skripsi ini ialah 

teknik pengumpulan kepustakan hukum. Pengumpulan dari bahan hukum 
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ini didapatkan dari sumber kepustakaan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Teknik pengolahan bahan hukum di dalam penulisan skripsi ini akan 

menggunakan cara sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang ada kaitannya dengan suatu peraturan hukum mengenai, kekuatan 

hukum Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Kedua serta eksekusi. Setelah 

mendapatkan bahan hukum yang di dapat dan bersumber dari hasil 

penelitian kepustakaan, selanjutnya ialah pengolahaan bahan hukum yang 

didapatkan dengan menggunakan cara sistematisasi terhadap bahan hukum 

tertulis. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan didalam penelitian 

skripsi ini ialah teknik analisis normatif. Teknik analisis bahan hukum ini 

akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

langsung dengan teori-teori hukum yang akan menjadi objek penelitian. 

Analisis normatif ini, yaitu bahan hukum yang sudah ada akan dijelaskan 

secara sistematis ke dalam bentuk yang efisien, efektif, serta logis sehingga 

dapat mempermudah jika pemahaman atas hasil dari bahan hukum yang 

sudah dikumpulkan untuk mendapat jawaban dari permasalahan di dalam 

penelitian ini. 
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan cara berpikir 

deduktif, yang mana dengan cara mendasari terhadap hal-hal sifatnya umum 

selanjutnya secara khusus akan ditarik kesimpulan. 
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